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Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang K ehutanan memberikan hak menguasai
atas hutan kepada Pemerintah Cq Departemen Kehutanan untuk mengelota atau mengurus kawasari hutan
Negara, sementara Pasat 67 mengakui hak Masyarakat Hukum Adat untuk mengetola atau mengurus hutan
adatnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 16801Menhut-111/2002, tanggal 26 September
2002 KPK S Bukit Harapan diberi 1jin Usaha Perkebunan atas lahan seluas 23.000 hektar di Propins
Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Padang Lawas. Namun karena dinilai telah
melanggar peruntukan fungsi hutan dari hutan produksi menjadi 1ahan perkebunan, maka berdasarkan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3.419/Menhut-11/2004, tanggal 13 Oktober 2004, 1jin Usaha
Perkebunan atas nama KPK S Bukit Harapan dicabut.

Dasar hukum sanks pencabutan Ijin Usaha Perkebunan adalah Pasal 4 Jo. Pasal 10 Undang-Undang
Kehutanan, Gouvernemen Besluit No. 50/1924, dan Kepmenhut No. 9231K ptsfUm/1211982, tanggal 27
Desember 1982 tentang penunjukan areal hutan di wilayah Propins Dati | Sumatera Utara Tata Guna Hutan
Kesepakatan (TGHK). Pencabutan 1jin Usaha Perkebunan tersebut pada akhirnya di bawa ke Pengaditan
Tata Usaha Negara. KPK'S Bukit Harapan menggugat mengacu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Tujuan Penulisan Tesisini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan kebijakan Pemerintah Cqg.
Departemen K ehutanan terhadap pengel otaan hutan yang didalamnya terdapat hutan adat dari M asyarakat
Hukum Adat di Hutan Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sehingga memperoleh gambaran
objektif atas pencabutan ljin Usaha Perkebunan didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang
berlaku, dengan membahas, bagaimanakah sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan yang mengatur hutan
adat dengan kebijakan pengelotaan hutan produksi, dan bagaimanakah penyel esaian sengketa benturan
kepentingan antara Pemerintah Cg. Departemen K ehutanan dengan Masyarakat Hukum Adat terhadap
pengel otaan hutan produksi di Kecamatan Padang Lawas Tapanuli Selatan.
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